BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai Sistem Akuntansi
Pembayaran Belanja oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sumatera Barat maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Tujuan magang untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.

2. Pelaksanaan pembayaran belanja pada Satuan Kerja (Satker) yaitu Uang
Persediaan(UP), Ganti Uang(GU), Langsung(LS) pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sudah efektif dan berpedoman
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keungan yang
sehat dalam Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga.

3. Sistem pencatatan belanja kegiatan menggunakan dokumen berupa daftar
belanja, surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM),
dan surat perintah penciran dana (SP2D) yang telah memadai

4. Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008



5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran atau masukan untuk Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

1. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kualitas
sumber daya manusia sudah dinilai cukup baik dan perlu lebih ditingkatkan serta
dipertahankan kualitas sumber daya manusianya.

2. Sistem Akuntansi Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara
pengeluaran saat ini sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa
tahapan proses yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pada beberpa bagian
satuan kerja setempat. Sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan
pada alur pembayaran belanja. Maka diperlukannya upaya seperti memantau dan
mengawasi sistem aplikasi untuk mendeteksi adanya kelemahan atau kekurangan
agar dapat segera ditemukan solusinya untuk memperbaiki sistemnya.

3. Pada bagian pengarsipan perlu adanya peningkatan penataan agar tidak ada arsip

lama yang hilang atau sulit ditemukan saat dibutuhkan.



